
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 
NOMOR  13   TAHUN 2007 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN KABUPATEN BANTUL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 BUPATI BANTUL , 

 
Menimbang  :   a. bahwa  sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu 
menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan 
Daerah; 

 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 

 
 
Mengingat :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);  

                                                                                                                      
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 

 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4724); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

 
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang  Pengesahan Pengundangan 

dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi 

dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten 
Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 01); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

dan 
 

BUPATI BANTUL, 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN 

WAJIB DAN PILIHAN KABUPATEN BANTUL 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul; 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Bantul; 
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap 
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut 
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
mensejahterakan masyarakat; 

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, berkaitan dengan pelayanan dasar; 

8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi 
unggulan daerah; 
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